
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

KLINIK LAYANAN KONSULTASI PENGELOLAAN KEUANGAN PEKONKABUPATEN TANGGAMUS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

enimbang : a. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi perludilakukan penguatan pengawasan denganmeningkatkan kapasitas, peran dan layanan APIPyang salah satunya memberikan deteksi dini danpenngatan terhadap potensi penyimpangan dankonsultasi dalam perspektif pengawasan pengelolaankeuangan pekon;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelolapemerintahan yang baik dan bersih di lingkunganPemerintah Kabupaten Tanggamus secara umum dankhususnya pada Pemerintahan Pekon di LingkunganPemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus, makaperlu dibentuk Klinik Layanan KonsultasiPengelolaan Keuangan Pekon;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan,Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas KlinikLayanan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Pekon;
Mengingat 1. pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentangPembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II TulangBawang dan Kabupaten Tingkat II Tanggamus (LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentangSistem Pengendalian Intern Pemerintah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan AtasPenyelenggaraan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman NomenklaturInspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunanperangkat Daerah (Lembaran Daerah KabupatenTanggamus tahun 2016 Nomor 142, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG KLINIKKONSULTASI PENGELOLAAN KEUANGAN PEKONKABUPATEN TANGGAMUS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanggamus3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tanggamus5. mspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Tanggamus.6. Sekretaris Inspektorat Daerah adalah Sekretaris Inspektorat DaerahKabupaten Tanggamus.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintahyang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, yangterdin dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP)Inspektorat Jenderal (Itjen) /Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat,’

Inspektorat Pemerintah Provinsi, dan Inspektorat Pemerintah Kota.. Mitra Keija adalah lembaga/organisasi yang bekeijasama denganPemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas/pekeriaan tata kelolapemerintah daerah.
9. Pemenksa Ekstemal adalah pemeriksa yang memeriksa pengelolaan dantanggung jawab tentang keuangan negara yang bebas dan mandiri

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Klinik Layanan KonsultasiPengelolaan Keuangan Pekon pada Inspektorat Daerah KabupatenTanggamus

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan pembentukan Klinik Layanan Konsultasi PengelolaanKeuangan Pekon adalah :



a’ upaya Pencegahan terjadinya penyimpanganalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan pekon di lingkunganPemenntah Daerah Kabupaten Tanggamus;
b. mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Mitra Keriaterkait untuk selalu proaktif dalam upaya pencegahan teijadinyapenyimpangan pengelolaan keuangan pekon di lingkungan PemerintahDaerah Kabupaten Tanggamus;
c. meminimalkan temuan pemeriksaan;
d. meningkatkan kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP di lingkunganremenntah Daerah.

Pasal 6

Untuk meiaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,Khmk Layanan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Pekon mempunyai tugas :
1

melaksanakan> mengendalikan, mengevlluasi
b menX^^ Konsultasi Pengelolaan Keuangan Pekon;b.rnenyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan sertaCtT sesuai bidang pelayanan Klinik Layanan KonsultasiPengelolaan Keuangan Pekon;
c. meiaksanakan pelayanan Konsultasi Pengawasan di bidangpemenntahaii dan aparatur, bidang pengelolaan keuangan dan aset

fisik dan non bidang pembangunan
ri koi?omi dan budaya serta bidang tindak lanjut hasil pengawasan;d’ ketatausahaan Pelayanan konsultasi pengelolaan keuanganpexon. °

BAB IV
KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS

Pasal 4

Konsultasi Pengelolaan Keuangan Pekon berkedudukansebagai pelaksana pelayanan konsultasi dalam rangka mempercepat
pekon dfpemerin^Tn1da? operasional pengawasan pengelolaanp on di Pemenntah Daerah yang merupakan lembaga non struktural.

Pasal 5

Klmik Layanan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Pekon mempunyai fungsikegiatan P^yanan penunjang pengawasan, pelayanankonsultasi upaya preventif, dan pelayanan konsultasi tindak lanjut hasilpengawasan APIP dan Pemeriksa Ekstemal.

BAB V
ORGANISASI

Pasal 7

(!) Susunan organisasi Klinik Layanan Konsultasi Pengelolaan Keuanganrekon terdin dan :
a. Penanggung Jawab;
b. Sekretariat;
c. Bidang-bidang Pelayanan, terdiri dart :

1) Bidang Pelayanan Konsultasi Pemerintahan dan Aparatur-2) Bidang Pelayanan Konsultasi Pengelolaan Keuangan dan AsetrcKon



3) Bidang Pelayanan Konsultasi Pembangunan Fisik dan non fisik, sertaPembangunan Sosial, Ekonomi dan Budaya;
4) Bidang Pelayanan Konsultasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

(2) Klinik Layanan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Pekon dipimpin olehseorang Penanggungjawab yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah danbertanggungjawab kepada Penanggungjawab
(4) Bidang dipimpin oleh seorang Ketua Bidang yang berada di bawah danbertanggung kepada Penanggungjawab.
(5) Bagan struktur organisasi Klinik Layanan Konsultasi Pengelolaan

Keuangan Pekon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

BAB VI
PENDISTRIBUSIAN TUGAS

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan tugas, Penanggung Jawab, Sekretariat dan
Bidang- bidang Pelayanan Klinik Konsultasi menerapkan prinsipkoordinasi dan integrasi baik dalam internal bidang maupun antarbidang sesuai dengan tugasnya masing-masing.

(2) Dalam rangka kelancaran pelayanan Klinik Konsultasi Pengelolaan
Keuangan Pekon, Inspektorat Daerah dapat berkoordinasi dengan APIPlainnya.

Pasal 9

Rincian tugas Penganggung Jawab, Sekretariat dan Bidang-bidang PelayananKonsultasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Tanggamus.

BAB VII
PERSONIL PELAKSANA

Pasal 10

Personil Klinik Layanan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Pekon ditetapkandengan Keputusan Bupati Tanggamus.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

. k



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanBupati ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah KabupatenTanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 24 Mei 2018
Pj. BUPATI TANG MUS,

ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 25 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

=^1/
ANDI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2018 NOMOR 473



LAMPIRAN
I:
PERATURAN
BUPATI
TANGGAMUS

NOMOR
:24
TAHUN
2018

TANGGAL
124
Mei
2018

BAGAN
STRUKTUR

ORGANISASI
KLINIK
LAYANAN

KONSULTASI
PENGELOLAAN

KEUANGAN
PEKON

Pj.
BUPATI
TANGGAMUS ZAINAL

ABIDIN


